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BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT
NEGARA KABUPATEN ENDE TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu membentuk
Peraturan  Bupati tentang  Petunjuk  Teknis

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Ketiga Belas dan

Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara Kabupaten Ende Tahun 2019.
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Undang-Undang Homor 69 Tahun 195# tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat 1 tialam
Wilayah Daerah-dacrah Tingkat | Bali, Husa Tenggara
Barat dan Nusa Tenpgara Timur {Lembaran Negara
Republik indonesia  Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia

Nomor 1655);

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran HNegara
2003 MNomor 47, Tambzhan

Republik

indonesia Tahun

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4285};

Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang
ublik

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rep

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang Nomor
awab

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Nomor 4400j;

Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015
tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun

turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Daecrah  (Lembaran Nepara

6. Pera
Pengelolaan Keuangan

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63272),

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang

“-1

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai MNegeri Sipil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima

Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 93);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun
7016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 9);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor § Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018

Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEJABAT NEGARA KABUPATEN ENDE TAHUN

2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

B3
2.

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ende.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

ol

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

Pejabat Negara adalah:

a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Bupati dan Wakil Bupati.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan
kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi
kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran
kepada yang berhak, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayvar.
Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

BAB I

PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Ketiga Belas dan

Tunjangan Hari Raya.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah Kabupaten
Ende vang gajinya dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende;

b. Calon PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang

sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 3

Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara diberikan sebesar
penghasilan pada bulan Juni.

Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara diberikan sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan
bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok.
tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau unjangan umum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenal
gaji;

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdini dari :

a. tunjangan jabatan struktural;

b. tunjangan jabatan fungsional; dan

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat 2)
tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko. unjangan

pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen
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(7)

(8)

9

(10)

(11)

(1)

atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS,
insentif khusus, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain
yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta
tunjangan atau insentil yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan
penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :
a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;

tunjangan pengamanan persandian;

b
¢. tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru;
d. tambahan penghasilan bagi guru PNS;

e. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan

jabatan atau tunjangan umum.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain
potongan pajak penghasilan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan
pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.
Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan di berikan selisih
kekurangan selisih penghasilan tunjangan ketiga belas dan selisih

tunjangan hari raya.
Pasal 4
Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu)

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari

Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebib dari 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan

utang dan wajib mengembalikan kepada Negara/ Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan pcru11(lang-umlangan.

Pasal 5

ari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal

Penerima gaji terusan d
besar

dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu se
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum
bulan Hari Raya.

Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yan

dunia atau tewas diberikan tunjangan ketiga belas yaitu sebesar

g meninggal

penghasilan bulan Juni.

Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yan
ghasilan 1 (satu) bulan

g dinyatakan hilang

diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar pen
pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang
diberikan tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan bulan Juni.
Pembayaran Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya

dibebankan pada APBD Kabupaten Ende.

BAB Il

PEMBAYARAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

(1)

(2)

Pasal 6

Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan
setelah pembayaran Gaji Induk dan Gaji Terusan Bulan Juni tahun
2019.

Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling
cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
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() Dalam hal Tungnogan Mk Raya sobagalmonona dimakaud picln nynt (2)
belum dapat dibayaekan, Tunjnongan Haek Raya dinpid dibnyarkan setelah

tangpal Haed Raya,
Pannl 7

Pembayaran Tunjnngan Ketign Belan dan Tunjangan Harl Raya sebaganlmana

dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkennan,
Pasnl 8

(1) Penerbitan dan pengajunn SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Ketign Belas,
dibuat tersendivt dan terpisah dari gaji bulanan dan dilakukan sesuai
dengan pernturan perundang-undangan yang berlaku,

(2)  Penerbitan dan pengajunn SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Harl Raya,
dibunt tersendivi dan terpisah dari gaji bulanan dan dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Pasnl 9

Penerbitan - Surat  Keterangan  Penghentinn . Pembayaran  bagi  PNS yang

mengalami - mutasi - pindah agar  dicantumkan  keterangan  pembayaran

Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau
belum dibayarkan,

e
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

ada tanggal diundangkan.

DPerzruran Bupati ini mulai berlaku p
dangan Peraturan

a, memerintahkan pengun

Agzr setizp orang mengetahuiny
bupaten Ende.

Bupeti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 21 Mei 2019

Jﬁfz%//
,‘JMARSE‘LINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 21 Mei 2019

[ SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE®

L

iA USTINUS G. NGASU

BERITA DA_F,RAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 16
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